BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Penjabaran makna pembalikan beban pembuktian dalam Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pembuktian terbalik
bersifat terbatas berimbang, yang mana makna terbatas berimbang
adalah: Terbatas, apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa
“terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” bukan berarti
terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana korupsi karena Penuntut
Umum masih memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Terbatas juga dapat dimaknai bahwa hukum pembalikan beban
pembuktian hanya dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi menerima
gratifikasi dan terhadap harta benda yang belum didakwakan oleh
penuntut umum; Berimbang, digambarkan sebagai penghasilan terdakwa
atau yang disebut dengan sumber penambahan harta kekayaan terdakwa
yang disebut dengan income dan perolehan harta benda terdakwa sebagai

output. Jadi haruslah ada keseimbangan antara income dan output.
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2. Implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses
peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi tidak
selalu diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi dikarenakan tidak
adanya peraturan berkaitan dengan teknis atau operasionalnya. Hukum
pembalikan beban pembuktian merupakan hak dari terdakwa, maka dari
itu bukanlah suatu kewajiban bagi terdakwa untuk melakukan
pembalikan beban pembuktian.

B. Saran
Berdasarkan uraian dari hasil kesimpulan penelitian, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi
seharusnya benar-benar diterapkan secara terbatas berimbang karena
apabila diterapkan dapat dipergunakan untuk menilai harta kekayaan yang
diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa melanggar asas
presumption of innocent dari terdakwa.

2. Seharusnya hukum pembalikan beban pembuktian mendapatkan prioritas
dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadikannya
sangat urgent untuk diterapkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi
untuk mengungkap mengenai kebenaran menyangkut harta benda
terdakwa yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang

merugikan keuangan negara. Penerapan pembalikan beban pembuktian
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pada perkara tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan secara

maksimal agar aturan te ak sebatas menjadi norma saja.
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